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TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc203559804]A. Tinjauan Tentang Peradilan
		Peradilanadalahsegalasesuatuatausebuah proses yangdijalankan di Pengadilan yang berhubungandengantugasmemeriksa,memutus dan mengadiliperkaradenganmenerapkanhukum dan/ataumenemukanhukum ”in concreto” (hakim menerapkanperaturanhukumkepadahal-hal yang nyata yang dihadapkankepadanyauntukdiadili dan diputus) untukmempertahankan dan menjaminditaatinyahukummateriil, denganmenggunakancaraprosedural yang telahditetapkansecara formal.[footnoteRef:2] [2: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=peradilan+menurut+KUBI  , diunduh terakhir 20 Februari 2025.] 

PeradilandalamistilahbahasaInggrisdisebutjudiciary, dalambahasa Belanda disebutrechspraak yang menunjukkankepadasegalasesuatu yang berhubungandengantugas negara dalammenegakkanhukum dan keadilan. Penggunaanistilahperadilandalambahasa inggrismaupundalambahasa belanda menunjukkepada proses untukmemberikankeadilandalamrangkamenegakkanhukum (hetrechtspreken).[footnoteRef:3]Hal iniberbedadenganpengertianPengadilan, yang  menunjukkankepada badan atauinstansi yang melaksanakanperadilan,maka dapat terlihat perbedaan keduanya antara lembaga pelaksana dan sebuah proses (jalannya). [3: Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 9.] 

[bookmark: _Toc203559805]B. Asas-asasPeradilan
R. Lacey memaknai asas hukum cakupannya sangat luas, yang berarti bisa menjadi dasar ilmiah sejumlah kaidah hukum atau aturan untuk mengatur tingkah laku manusia yang menyebabkan akibat hukum yang diharapkan. Sedangkan G.W Paton menjelaskan asas merupakan suatu dasar, prinsip, pokok yang fundamental yang menjadi kebenaran umum dan dijadikan sebagai landasan dalam berbuat. Satjipto Raharjo mengutip asas adalah jantungnya hukum dikarenakan : 
a). asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, menjadi alasan untuk lahinrya suatu peraturan hukum dan merupakan ratio legis dari peraturan hukum.
 b). asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hokum akan tetap ada dan melahirkan peraturan selanjutnya.[footnoteRef:4] [4: Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.45. lihat juga J.J. H Bruggink alih Bahasa B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.119.] 

Adapun asas-asas dalam peradilan adalah sebagai berikut : 
a. Asas Sederhana
Asas ini maksudnya bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara dalam menyelesaikan perkara diupayakan dengan sesederhana mungkin dan dapat dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara.
b. Asas Cepat
Asas inidimaksudkan agar dalammemeriksa parapihak yang sedangberperkaraharusmengupayakan agar prosespenyelesaiannyasetelahadabukti-bukti yang akuratdari parapihak dan para saksiputusan dan waktunyatidakdiulur-ulur. Proses persidangan yang terlalu formal dankakuatauperaturan yang sulituntukdipahamiakanmenimbulkanbanyakpenafsiran dan potensiketidakpastian hukum.[footnoteRef:5] [5: Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya diIndonesia, Gama Media,  Yogyakarta,  2007, hal. 23.
] 

c. Asas BiayaRingan
Asas inidiupayakanuntukmenciptakanperadilan yang dapatdijangkau oleh masyarakatdengantidakterbebani oleh persoalanbiaya. Maka, biaya yang serendahmungkindapatdipikul oleh rakyat karenaadanyabiaya yangtinggikebanyakanmempengaruhiterhadappelaksanaanperadilan.[footnoteRef:6] [6: Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik , Sinar Grafika,  Jakarta, 2011,  hal. 23-24.] 
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Penyelenggaraanperadilanataukekuasaandalamkehakiman,diatur oleh Undang-undangKekuasaanKehakiman. Adapun kekuasaantersebutdilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaipengadilantertinggi di Indonesia dengan badan-badan peradilan yang adadibawahnya.[footnoteRef:7] [7: Undang-undangNomor 4 Tahun 2004 TentangKekuasaanKehakiman Pasal 10.] 

Badan-badan yang adadibawahMahkamah Agung Republik Indonesia terbagiatasbeberapakamar dan menanganiperkarasesuaidengankompetensiabsolut dan relatifnya masing-masing. Adapun badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu:
a.  Badan Peradilan Umum
Badan peradilan umum adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.[footnoteRef:8] Badan peradilan umum biasanya menangani perkara pidana dan keperdataan bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Dibawah peradilan umum dapat dibentuk peradilan khusus sesuai dengan pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diatur oleh Undang-undang. [8: Undang-undangNomor 49 Tahun 2009 TentangPerubahanKedua Atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum  Pasal 1 ayat (1).
] 

b. Badan Peradilan Agama
  Badan Peradilan Agama dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.[footnoteRef:9] Keberadaan peradilan agama tentunya tidak terlepas dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga keperkaraan keperdataan yang bersifat khusus dapat diajukan baik gugatan maupun permohonan melalui pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Agama. [9: Pasal 1 ayat (1) Undang-undangNomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahanKedua AtasUndang-undangNomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama.] 

c. Badan Peradilan Militer
    Badan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.[footnoteRef:10] Pengadilan Militer merupakan salah satu badan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikhususkan bagi keperkaraan Angkatan bersenjata dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh undang-undang. [10: Undang-undangNomor 31 Tahun 1997 TentangPeradilanMiliter Pasal 1 ayat (1)
] 

d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang melaksanakan kewenangan kehakiman berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan TUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib dan menjamin kedudukan warga negara masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.


[bookmark: _Toc203559807]D. Pengertiane-Court
	e-Court(The Electronics Justice System)adalahaplikasi yang digunakanuntukpemrosesanadministratif, pelayananperkara, dan persidangansecaraelektroniksertalayananaplikasiperkaralainnya yang ditetapkanMahkamah Agung  Republik Indoensia yang terintegrasi dan tidakterpisahkandengan SIP (SistemInformasiPengadilan).e-Court (The Electronics Justice System)juga merupakan layananbagiPenggunaTerdaftaruntuk Pendaftaran PerkaraSecara Online, mendapatkanTaksiranPanjarBiayaPerkarasecara online, Pembayaransecara online, Pemanggilan yang dilakukandengansaluranelektronik, dan Persidangan yang dilakukansecara Elektronik.[footnoteRef:11]e-Court (The Electronics Justice System)tingkat bandingsebagaimana dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik pada bab III pasal 28 A menjelaskan bahwa upaya hukum banding dapat dilaksanakan secara elektronik. Syarat menggunkan ecourt banding meliputi : [11: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, diunduhterakhirtanggal 7 Maret 2025.Lihat juga Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court 2019,: The Electronic Justice System, hlm. 7.] 

· Perkara tingkat pertama diajukan secara elektronik melalui e-Court (The Electronics Justice System)
· Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik
· Wajib memiliki email aktif
· Salinan putusan sudah di TTE (Tanda Tangan Elektronik) oleh Panitera Pengadilan.
E. Layanan yang diberikane-Court
Layanan yang diberikane-Court (The Electronics Justice System)adalah :
a) e-Filling (Pendaftaran) adalah Pendaftaran Perkarasecara Online, penggunadapatmendaftarkanperkaranyasecaraelektroniktanpaharus datang ke Kantor Pengadilan yang sudahaktifmelaksanakanlayanan e-Court (The Electronics Justice System). Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court (The Electronics Justice System).
b) e-Payment (Pembayaran) adalah pembayaran secara Online (e-Payment), setelah mendapatkan Taksiran Panjar Biaya secara elektronik (e-SKUM), pengguna terdaftar bisa membayar biaya perkara melalui Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluranelektronik Multi Chanel yang tersedia. (e-Payment).
c) e-Summons (Pemanggilan).  Panggilan Elektronik adalahdokumenPanggilan yang dihasilkansecaraotomatis oleh aplikasi e-Court (The Electronics Justice System)dan dikirimkansecaraelektronik oleh pengadilankepada para pihak. Pemanggilan para pihak bisa dilakukanmelaluialamatelektronik (e-Mail) dan layananpesan (messaging services) yang sudahterdaftar dan terverifikasi.
d) e-Litigation (Persidangan) adalahPersidangansecara Elektronikdalam PeraturanMahkamah Agung iniberlakuuntuk proses persidangandengan acara penyampaiangugatan/permohonan/ Keberatan/bantahan/ perlawanan/ intervensibesertaperubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapanputusan/ penetapan dan upayahukum banding.
e) Upaya Hukum secara Elektronik adalahpengajuanupayahukum sebagaimanadimaksuddalamketentuanperaturanperundang-undangandenganmempergunakanaplikasie-Court (The Electronics Justice System).[footnoteRef:12] [12: Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online UntukPenggunaTerdaftar, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.] 
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	Adapun dasar hukum pelaksanaan e-Court (The Electronics Justice System): 
a) PeraturanMahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentangAdministrasiPerkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik.
b) PeraturanMahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasiPerkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik.
c) PeraturanMahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentangPerubahan Atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasiPerkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik.
d) PeraturanMahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2022 tentangMediasi di PengadilanSecara Elektronik.
e) PeraturanMahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2022 tentangAdministrasiPengajuan Upaya Hukum dan PersidanganKasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Elektronik.
f) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 TentangPerubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 TentangAdministrasi Perkara Dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik
g) Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 TentangPetunjuk Teknis AdministrasiPerkara dan Persidangandi PengadilanSecaraElektornik.
h) Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 TentangPetunjuk Teknis AdministrasiPerkara dan PersidanganPerkaraPerdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di PengadilanSecaraElektornik.
i) Keputusan KMA No.363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 tentangPetunjuk Teknis Administrasi dan PersidanganPerkaraPerdata, Perdata Agama dan  Tata Usaha Negara di PengadilanSecara Elektronik
j) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
k) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
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Tujuan utama dari penerapan e-Court (The Electronics Justice System)adalah untuk menciptakan peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara lebih spesifik e-Court (The Electronics Justice System)bertujuan untuk:[footnoteRef:13] [13: Choirinnida dkk, AnalisisImplementasi E-court dalamPenyelesaianPerkaraPerdatadengan Metode Quality Function Deployment pada Pengadilan Negeri/HI/TipikorSamarindaKelas IA
] 

a. Menyederhanakan Proses Peradilan: 
e-Court (The Electronics Justice System)dirancanguntukmengurangibirokrasi yang sering kali memperlambat proses peradilan. Penggunaan platform digital diharapkandapatmemudahkanaksesinformasi dan administrasiperkara.
b. Mempercepat Proses PenyelesaianPerkara: 
Dengansistem yang lebihterintegrasi, waktu yang dibutuhkanuntukmenyelesaikanperkaradapatdiminimalisir. Hal initerkaitdenganpenguranganwaktutunggu dan pengurangankehadiranfisik di pengadilan.[footnoteRef:14] [14: ‘Uzair Wafiy Bachtiar,  EfektivitasImplementasI E-court Dalam Perkara CeraiGugat Di Pengadilan Agama Temanggung, Skripsi, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2021, hal.51.] 

c. MengurangiBiayaPeradilan:
e-Court (The Electronics Justice System)memiliki potensi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Biayaperjalanan dan biayaadministrasi yang tinggibisadiminimalisirdenganpenggunaan platform online.

[bookmark: _Toc203559810]H.e-Courtdi Berbagai Negara
Penerapan e-Court (The Electronics Justice System)secarasistematismulaidicanangkan di Amerika Serikat padatahun 1998 di Pengadilan Los Angeles dan Indianapolis melaluiprogram“Courtroom 21” yang terhubungdengan 8 lembaga negara dan 32 negara bagian.Program “Courtroom 21” di antaranyaterdiridaripemeriksaan virtual, firmahukum virtual, pembayarandendalalulintassecara online, kesaksianjarakjauh,kesaksianahliforensik/laboransecarajarakjauh, dan penyajianbuktisecaraelektronik[footnoteRef:15]. “Courtroom 21” saatinitelahberkembangmenjadiOpen Acces to Court Electronic Record(PACER). [15: Laderer, Courtroom technology: for trial lawyers, the future is now”,Criminal Justice,Vol. 19 Nov 2004-2005, hal. 14-21] 

Di Amerika Serikat program e-Filing dapatdiaksesmelaluiaplikasiPACER.Salah satukeunggulanaplikasi PACER adalahkeamanan information dan dokumen yangdiupload.Tampilan login yang digunakan PACER menggunakan komputer program yangdapatmengenkripsi dan melindungiinformasi. Jika penggunaberalihkehalamanweb yang tidakamansetelahmengakseshalaman PACER, penggunaakanmemperolehnotifikasibahwapenggunamengkaseshalaman web yang tidakaman pada aplikasi PACER, pengguna yang akanmelakukan enroll diklasifikasimenjadi PACER, NextGen Lawyer Fillers, NextGen Non Lawyer Fillers,Appelate or District/Bankcrupty, dan Firm Charging. Pengguna yang mendaftarsebagai PACER hanyadapatmengakses menu untukmembaca, mencari danmencetakdokumen-dokumentertentusuatuPengadilan. Pengguna yang mendaftarsebagai NextGen Lawyer Filler adalahpengacara. Selain dapatmengakses recordsebagaimanapengguna yang mendaftar PACER juga dapatmelakukanpemberkasansecaraelektronik (E-Filing) di seluruhPengadilantingkatpertama,PengadilanDistrik dan PengadilanKepailitan. 
Individu yang mendaftarsebagai NextGen Non Attorney Filler berfungsisebagaipelapordalamkasustertentu, jurnalispengadilan, pemangkukepentingan, agenpengarsipan, kreditur, pengurus, Wali Amanat Amerika Serikat, dan pihak lain yang tidakbertindaksebagaipengacara. Pengguna NextGen Non Attorney Filler mendapatkanaksesserupadenganpengguna NextGen Attorney Filler. Namun, tidaksemuapengadilanmengizinkanpenggunaan NextGen Non Attorney Filler, dan beberapahanyamemberikanakses pada hal-haltertentu. Sementaraitu, penggunaAppelateatauDistrik/Kepailitanmemilikiakses yang miripdengan NextGen Attorney Filler dan diizinkanuntukberacara di Pengadilan yang sesuai. Menu Firm Billingdigunakanuntuk proses pembayaran yang memilikifungsi hampir setaradengane-Paymentdalamsistem e-Court (The Electronics Justice System)Indonesia. Dalam menu Firm Billing, pengguna yang terdaftartidakhanyadapatmelakukanpembayaranuntukperkaratetapi juga bisa digunakanuntukmembayardenda. Selain itu, pembayaranmelaluiFirm Billing juga dapatdilakukandenganpemotonganlangsungdarikartu debit ataukredit, sehinggamemudahkan para pihak yang terlibatdalam proses hukum.[footnoteRef:16] [16: Pacer gov, 2017. “PACER User Manual for CM/EFC Courts” diaksesdarihttp://www.nova.edu/projectrise/pacer_manual_42309_jk.pdf] 

Di negara-negara Eropa, e-Court (The Electronics Justice System)sudah mulai diterapkan dengan berbagai variasi dan fungsi sejak tahun 2001. Di Mahkamah Agung Norwegia dan Pengadilan Tindak Pidana Finlandia, e-Court (The Electronics Justice System)meliputi sistem manajemen perkara mulai dari penuntutan, hubungan dengan kepolisian dan keputusan pengadilan.Sistem manajemen kasus juga diterapkan di negara-negara eropa lainnya.[footnoteRef:17] [17: Lanzara dan Patriotta, G, 2001,), “Technology and the courtroom: an inquiry into knowledge making in organizations”, Journal of Management Studies,Vol. 38 No. 7, hal. 22.
] 

Sistem e-Court (The Electronics Justice System)saat ini juga telah dikembangkan di negara-negara Asia.Malaysia pada tahun 2002 telah mengembangkan sistem e-Syariah. Sampai dengan saat ini e-Syariah mencakup aplikasi manajemen perkara (SPKMS), system manajemen Pengacara Syariah (SPPS), Audio Text Record (e-Bicara), pembayaran
nafkah online (e-Nafkah), penghitungan waris online (e-Faraidh) dan system manajemen perpustakaan.[footnoteRef:18] [18: Saman dan Haidar,  E-Shariah in Malaysia: Technology AdoptionWithin Justice System”, Emerald Insight, hal. 2652013
] 

Di Singapura, implementasie-Court (The Electronics Justice System)saat ini terhubung dengan sistem e-Litigation. yang adalah pengembangan dari system Layanan Pengajuan Elektronik (EFS). e-Litigationmencakup aplikasi penyimpanan dokumen secara digital (EFS), melindungi informasi kasus (CIR), pengiriman dokumen kasus antar firma hukum(e-Service), pemberitahuan dan notifikasi kasus, data jadwal kasus, laporan transaksi masalah keuangan, respons dan notifikasi pengadilan, serta permohonan pencarian perkara. Di Singapura, panggilan atau pemberitahuan tidak lagi berupa relaas, namun melalui pemberitahuan yang diterima dari SMS(Short Message Servive) maupun email pengacara yang berproses. Pemberitahuan melalui SMSdan email ini dapat disesuaikan untuk dinyalakan atau tidak dinyalakan. Selain lewatSMS dan e-Mail, pemberitahuan juga Dikirimkan lewatRSS Feed.[footnoteRef:19] [19: Crimson Logic, “e-litigation administrator module”, hal. 7-8, diakses dari https://forms.elitigation.sg/Documents/(06B)%20Training_Package_A2_Admin_Module_Ver5_(Updated_for_New_User_Role)_from_CL-for%20upload.pdf

] 

Hampir mirip dengan Indonesia, India membagi sistem e-Courtmereka menjadi dalam dua aplikasi yang saling berkaitan. Kedua aplikasi itu adalahCase 
Information System (CIS) dan e-Pengadilan. CIS dalam proses administrasi
nyaris mirip dengan sistem SIPP yang berlaku di Indonesia di mana CISadalah
aplikasi utama dalam mengelola administrasi kasus. Selain itu, CISpun
berperan sebagai aplikasi e-Filing, e-Payment dan e-Process. Sementara itu,e-Courtadalah aplikasi yang berperan sebagai sistem informasi di mana masyarakat
bias melacak status kasus, keputusan pengadilan, dan daftar perkara dengan mudah.
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